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PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2024/PA.Wno

2 AL ,
a@U‘i&L———ﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang
Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 1980 umur 44 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXX, tempat
kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Zunita Sari, S.H. dan Antariksa Agung Tri Cahyono,
S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat
ZUNITA SARI, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan K.H.
Agus Salim, Gang Bogenvill, No. 12, Ledoksari, RT 004 RW
007, Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, dengan alamat

elektronik  zunita.sari90@agmail.com, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 26 Desember 2024, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor
231/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 30 Desember 2024,
sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, lahir di Gunungkidul tanggal 1974, umur 50 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA/SMK, pekerjaan  XXXXXXXXXX,
bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2024
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi ecourt di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor
1338/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada tanggal 30 Desemnber 2024, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 (4 Rabi'ul Tsani
1441 H), Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxXxXx,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, D.l.Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
nomor: 0233/03/X11/2019 tanggal 02 Desember 2019. Pada saat pernikahan
Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda mati.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah
Tergugat di xxxxxx, Xx XXX Xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan XXxxxX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai
keturunan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2022 mulai timbul permasalahan
rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena hubungan Penggugat dan anak
kandung Tergugat tidak bisa baik (tidak akur). Anak kandung Tergugat tidak
menghargai dan tidak mau bersikap baik terhadap Penggugat sebagai ibu
sambungnya, padahal Penggugat telah bersabar dan berusaha menjadi ibu
yang baik. Mengetahui hal tersebut, Tergugat tidak bisa bersikap tegas dan
cenderung membiarkan keadaan tersebut semakin berlarut-larut, sehingga
membuat Penggugat tidak nyaman.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan April tahun 2024, Penggugat pamit kepada Tergugat pergi dari
rumah kediaman bersama dan memutuskan pulang ke rumah orang tua

Penggugat di xxxxx X, XX XXX XX Xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxXx,
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XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan harapan
untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah
sulit terwujud.

7. Bahwa pihak orang tua/keluarga telah berusaha menasihati untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bercerai adalah pilihan terbaik
yang dapat diupayakan saat ini, oleh karenanya Penggugat mengajukan
Gugatan Cerai.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara
ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Zunita Sari, S.H., dan
Antariksa Agung Tricahyono, S.H, masing-masing advokat/penasehat hukum
pada Kantor yang beralamat di Kantor Advokat ZUNITA SARI, S.H. dan Rekan
yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim, Gang Bogenvill, No. 12, Ledoksari,
RT 004 RW 007, Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
231/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 30 Desember 2024. Majelis Hakim telah
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memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum
Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili
elektronik zunita.sari90@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan
dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informsi Peradilan
(SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1338/Pdt.G/2024/PA.Wno
tertanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di
persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama

Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXXxX tanggal 23 Maret 2022. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua

Maijelis diberi kode bukti (P.1);
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor 0233/03/XI1/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi D.l. Yogyakarta, tanggal 02 Desember
2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
B. Saksi
1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di
rumah Tergugat di Xxxxxx, XX Xxx Xx xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan
XXXXX, XXXXXKKXX XXXXXXXXXXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan karena anak kandung Tergugat
(anak bawaan Tergugat) tidak bisa akur dengan Penggugat dan anak
kandung Tergugat, sementara Tergugat tidak peduli dengan keadaan
tersebut;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat
lagi;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah
mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi
sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal
bersama di di rumah Tergugat di XXxxxX, XX XxX XX xxX, Kelurahan
XXXX, Kecamatan XXxxx, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Penggugat belum
dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan karena karena anak kandung
Tergugat (anak bawaan Tergugat) tidak bisa akur dengan Penggugat
dan anak kandung Tergugat, sementara atas hal tersebut Tergugat
tidak peduli dengan keadaan tersebut ;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan lalu antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama,;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul Kembali layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat
lagi;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat
yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi
dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari
telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa
Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana
maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang
Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka
persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 20
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di
wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara
absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari
sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX Provinsi D.l. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga
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antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan
(relaas) Nomor 1338/Pdt.G/2024/PA. Wno tertanggal 02 Januari 2025 dan
tanggal 10 Januari 2025, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam
persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil
syar’i:

J 3> Y b agd ot dg pel {-L_’<_7- i i,,_'*':"._a- k88 S
Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an Il :
405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016 tidak
dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat
dengan alasan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak kandung
Tergugat (anak bawaan Tergugat) tidak biasa akur dengan Penggugat,
sementara Tergugat tidak peduli dengan keadaan tersebut dan sejak bulan
April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 8

(delapan) bulan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dapat difahami
kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum
serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim
membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi
karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah
memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan
didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak
tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena anak kandung Tergugat (anak bawaan
Tergugat) tidak biasa akur dengan Penggugat, sementara Tergugat tidak peduli
dengan keadaan tersebut dan sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling
bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan
saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil
gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;
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Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka
dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 02 Desember 2019 yang dicatatkan di KUA XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXxX Provinsi D.l. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan karena anak kandug Tergugat (anak bawaan
Tergugat) tidak bisa akur dengan Penggugat, sementara Tergugat tidak
peduli dengan keadaan tersebut;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta
keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 02 Desember 2019 yang dicatatkan di KUA XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX Provinsi D.l. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan
belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan karena anak kandug Tergugat (anak bawaan
Tergugat) tidak bisa akur dengan Penggugat, sementara Tergugat tidak
peduli dengan keadaan tersebut dan sejak bulan April tahun 2024, antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah
rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak
berhasil;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak
berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim
memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk
melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor
4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator rumah
tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai
tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri,
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau
hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main
judi dan lain-lain), sebagaimana dipertegas dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018
terkait perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage) yang
menyempurnakan rumusan SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa
perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar
terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)
bulan, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023

sehingga berbunyi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
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pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suamifistri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak
itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup
dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak
mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan
perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih
banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan
talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab

Fighus Sunnah Juz Il, halaman 290 yang berbunyi:

BILY) CL'—” il Al iy oA (s Walges mnf 130
o rﬂLE.‘"I g Lo ial O 5_‘...:"4:_1"! ,rll 9 > ama JU&._ L ;'I—l,;‘)rll
s L oaalb Lealb Lag E"}Lﬂ M

Artinya: Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri,

atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi

diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak
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mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak
isteri.”

dan kitab al-Muhadzab Juz I, halaman 81 yang berbunyi:
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Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi
dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan
Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana Pasal tersebut, oleh
karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada
Penggugat;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Jum’at, tanggal 17 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17
Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis,
Dr. Drs. Mudara, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara
elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ferry
Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat
secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp40.000,00
1. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp210.000,00
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(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
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